
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL 

 
Tahun : 2009             Nomor : 2 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR   2   TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEGAL, 
 

Menimbang : a.  bahwa perencanaan pembangunan daerah 
merupakan satu kesatuan dengan sistem 
perencanaan pembangunan nasional, yang 
disusun dalam jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek; 

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan 
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah 
sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan 
nasional dan daerah Kabupaten Tegal maka 
perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang  Daerah Kabupaten Tegal kurun waktu 
20 (dua puluh) tahun mendatang; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 
ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tegal merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c  
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten  Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah ; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
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4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321) ;  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4405); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

 
 

- 4 - 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4817); 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan 
Penyebarlusan Peraturan Perundang-undangan; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 11 
Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 
Nomor 109) 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 8 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah  dan 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan  
Pembangunan  Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 3 Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
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Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 21); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 
Tahun 2004 tentang Rencana Strategis 
(RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 
2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2004 Nomor 12)  ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 17); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 07) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 08); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 09); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 27 ). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 

Dan 

BUPATI TEGAL 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN 
TEGAL TAHUN 2005-2025. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.  Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2.  Bupati adalah Bupati Tegal. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP 
Daerah Provinsi  adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah 
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 
20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut RPJM 
Daerah Propinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan 
provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 
2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Tegal 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah  untuk periode 
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 
2025. 
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9.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Tegal yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan 
program Bupati dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah serta memperhatikan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 
Provinsi maupun Nasional. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan periode 1 (satu) tahun. 

  
BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 
 

Pasal 2 
 

(1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan 
sesuai dengan RPJP Daerah. 

(2) Rincian dari program RPJP Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 3 

 
RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan pembangunan 20 (duapuluh) tahun ke 
depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 
dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. 
 

Pasal 4 
 

RPJP Daerah mengacu RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Nasional. 
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Pasal 5 
 

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi 
dan program Bupati. 

(2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

 
 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 6 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPJP Dearah. 
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 7 

 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan 
mengenai Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tegal Tahun 
2004-2009 dinyatakan masih tetap berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pertauran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
daerah Kabupaten Tegal. 
 
 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 8 April 2009 
 

BUPATI TEGAL, 
 

Cap. Ttd 
 

AGUS RIYANTO 
 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal  13 April 2009 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL 
      
    Cap. Ttd          
 
                SRIYANTO H.P 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 
NOMOR  2 
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PENJELASAN 
 ATAS  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR 2 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005-2025 
 

I. UMUM 

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi 
seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, 
untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan 
pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan 
menaikkan tingkat kesejahteraan mayarakat dari generasi 
demi generasi. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu 
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, 
yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan 
jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan 
tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai 
dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu 
disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap 
periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama 
pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang 
berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana 
pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta 



memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Kabupaten Tegal 
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun 
(2005-2025). 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Tegal adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Kabupaten Tegal yang merupakan jabaran 
dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Tegal 
dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah 
untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun 
waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan 
RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap 
perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan 
pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. 

RPJP Daerah Kabupaten Tegal digunakan sebagai 
pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Tegal 
pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah 
Kabupaten Tegal sesuai dengan visi, misi dan program kerja 
Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. 
RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan 
rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat 
prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka 
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian 
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta 
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Kabupaten Tegal. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 
adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku 
pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) 
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menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik 
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi 
pemerintah maupun antara pusat dan daerah, (c) menjamin 
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin 
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2005-2025. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 28 
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